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8) besaran kupon, dalam hal SUN dengan kupon;
dan

9) tanggal Setelmen.

b. untuk Pembelian Kembali SUN Valas:

1) seri, nominal dan harga SUN yang akan dibeli
kembali;

2) seri, nominal dan harga SUN penukar, dalam hal
Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara
Penukaran; dan

3) tanggal Setelmen.

Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani
disampaikan oleh Direktur Surat Utang Negara kepada
Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Agen Penjual
atau Agen Pembeli/Penukar.

Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan/atau
Konsultan Hukum SUN Valas yang telah ditunjuk
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam
rangka Penjualan SUN Valas atau Pembelian Kembali SUN
Valas.

Berdasarkan dokumen kesepakatan, Direktur Jenderal
untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil Penjualan

SUN Valas atau Pembelian Kembali SUN Valas.

Pasal 31

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pembahasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Direktur
Surat Utang Negara menyampaikan informasi tidak
tercapainya kesepakatan kepada Direktur Jenderal.

Berdasarkan informasi tidak tercapainya kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan atas
Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran
Penjualan SUN Valas kepada anggota Panel yang

mengajukan penawaran.
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Bagian Kedua
Penjualan SUN Valas dengan Metode Private Placement
dan/atau Bookbuilding, dan Pembelian Kembali SUN Valas
dengan Metode Bookbuilding

Pasal 32
(1) Dalam rangka Penjualan SUN Valas dengan metode Private

Placement dengan penunjukan Agen Penjual berdasarkan

pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban anggota Panel,

Penjualan SUN Valas dengan metode Bookbuilding

dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas dengan metode

Bookbuilding, Pemerintah melakukan penetapan Agen

Penjual atau Agen Pembeli/Penukar sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan

Pasal 23.

(2) Agen Penjual atau Agen Pembeli/Penukar yang telah
ditunjuk melakukan kegiatan antara lain:

a. pengumpulan Penawaran Pembelian SUN Valas dari
investor, untuk Penjualan SUN Valas;

b. pengumpulan Penawaran Penjualan SUN Valas dari
investor, untuk Pembelian Kembali SUN Valas;
dan/atau

c. berkoordinasi dengan Pemerintah dan pihak-pihak
terkait dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau
Pembelian Kembali SUN Valas.

Pasal 33
Dalam rangka Penjualan SUN Valas dengan metode Private
Placement atas inisiatif dari Pemerintah, hasil kesepakatan
dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara
lain jenis SUN, mata uang, status SUN, nominal SUN Valas,
jatuh tempo, imbal hasil atau harga, dan tanggal Setelmen
serta pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan

praktek bisnis yang berlaku di pasar keuangan internasional.
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BAB VI
DOKUMEN PENJUALAN SUN VALAS DAN
PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS

Pasal 34

Dokumen Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali

SUN Valas, antara lain:

a. perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual, Agen
Pembeli/Penukar, atau Konsultan Hukum SUN Valas;

b. Memorandum Informasi;

c. dokumen kesepakatan, dalam hal Penjualan SUN Valas
dengan metode Private Placement atau Pembelian Kembali
SUN Valas dengan metode Bilateral Buyback;

d. ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN
Valas atau adendum ketentuan dan persyaratan (terms
and conditions) SUN Valas; dan/atau

e. dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan
metode Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali

SUN Valas yang digunakan.

Pasal 35

(1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf a, paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban;

b. jangka waktu perjanjian kerja;
c. besaran imbalan jasa;

d. keadaan kahar; dan

e. sanksi.

(2) Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan paling
lambat sebelum pelaksanaan Penjualan SUN Valas atau
Pembelian Kembali SUN Valas.

(3) Dalam hal Penjualan SUN Valas atau Pembelian Kembali
SUN Valas dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai,
penandatanganan perjanjian kerja dilakukan setelah
Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) diundangkan.
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BAB VII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PENJUALAN SUN
VALAS DAN PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS

Bagian Kesatu
Penetapan Hasil Penjualan SUN Valas dan
Pembelian Kembali SUN Valas

Pasal 36
(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berhak
menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh

Penawaran Pembelian SUN Valas dan/atau Penawaran

Penjualan SUN Valas yang masuk.

(2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri
berwenang untuk:

a. menetapkan benchmark harga dan/atau imbal hasil
dalam rangka Penjualan SUN Valas atau Pembelian
Kembali SUN Valas;

b. menetapkan hasil Penjualan SUN Valas atau
Pembelian Kembali SUN Valas; dan

c. menandatangani dokumen dan/atau surat sebagai
berikut:

1) dokumen hukum transaksi sesuai dengan
metode Penjualan SUN Valas dan/atau
Pembelian Kembali SUN Valas yang digunakan;

2) dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and
conditions) atau adendum ketentuan dan
persyaratan (terms and conditions); dan/ atau

3) surat-surat kepada agen penatausahaan, kliring
dan setelmen, agen pembayar bunga dan pokok
SUN dan/atau wali amanat (trustee/
commissioned company for bondholders).

(3) Direktur Jenderal menyampaikan informasi atas
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Menteri.
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Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Penjualan SUN Valas dan
Pembelian Kembali SUN Valas

Pasal 37

(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri
mengumumbkan hasil Penjualan SUN Valas dan/atau
Pembelian Kembali SUN Valas kepada publik setelah
penetapan hasil Penjualan SUN Valas atau Pembelian
Kembali SUN Valas.

(2) Pengumuman hasil Penjualan SUN Valas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

a. seri SUN;

b. nominal SUN;

c. tingkat kupon, untuk SUN dengan kupon,;
d. harga atau imbal hasil; dan

e. tanggal jatuh tempo.

(3) Pengumuman hasil Pembelian Kembali SUN Valas kepada
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
meliputi:

a. seri SUN;
b. mnominal SUN; dan

c. harga atau imbal hasil rata-rata tertimbang.

BAB VIII
SETELMEN DAN PENCATATAN HASIL PENJUALAN SUN
VALAS DAN PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS

Pasal 38

(1) Setelmen Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian
Kembali SUN Valas dilakukan paling lambat 10 (sepuluh)
Hari Kerja setelah penetapan hasil Penjualan SUN Valas
dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas.

(2) Mekanisme mengenai teknis pelaksanan pencatatan
kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar
bunga dan pokok SUN dilaksanakan sesuai ketentuan

yang berlaku di pasar internasional.
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Pasal 39
Dalam hal nilai SUN Valas yang diterbitkan oleh
Pemerintah lebih besar dari nilai SUN Valas yang dibeli
kembali melalui transaksi Pembelian Kembali SUN Valas
dengan cara Penukaran, investor yang menjual SUN Valas
dapat membayar secara tunai selisih nilai SUN Valas
dimaksud kepada Pemerintah.
Dalam hal nilai SUN Valas yang diterbitkan oleh
Pemerintah lebih kecil dari nilai SUN Valas yang dibeli
kembali melalui transaksi Pembelian Kembali SUN Valas
dengan cara Penukaran, Pemerintah dapat membayar
secara tunai selisih nilai SUN Valas dimaksud kepada

investor yang menjual SUN Valas.

Pasal 40

Seluruh hasil Penjualan SUN Valas dan Pembelian
Kembali SUN Valas dicatat dalam APBN.

SUN Valas yang dibeli kembali oleh Pemerintah
dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Segala biaya yang timbul dalam rangka Penjualan SUN
Valas dan Pembelian Kembali SUN Valas, dibebankan
pada APBN.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional
yang melaksanakan fungsi sebagai agen pencatatan
kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga
dan pokok SUN dan/atau sebagai wali amanat
(trustee/ commissioned company for bondholders) yang
telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Panel dan Panel Konsultan Hukum dalam rangka
Penjualan SUN Valas dan Pembelian Kembali SUN Valas
termasuk Penjualan SUN dalam Denominasi Yen

di Jepang yang ditetapkan KPA untuk transaksi tahun
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anggaran 2020 yang telah dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini.

Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan
Hukum dalam rangka Penjualan SUN Valas dan
Pembelian Kembali SUN Valas termasuk Penjualan SUN
dalam Denominasi Yen di Jepang untuk transaksi tahun
anggaran 2020 yang ditetapkan KPA sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai
dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual,
Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum sampai
dengan transaksi selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan seleksi Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen
Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum
SUN Valas yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dan masih berlangsung, proses seleksi tetap
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan
Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta
Asing di Pasar Internasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1229) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
264 /PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang
Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara
dalam Valuta Asing di Pasar Internasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2062) atau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014
tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana
dalam Denominasi Yen di Jepang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
46/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang
Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam
Denominasi Yen di Jepang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 449), dan Panel, Panel
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Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar
dan Konsultan Hukum SUN Valas yang telah ditetapkan
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3).

Peringkat 3 (tiga) terbaik hasil pelaksanaan seleksi
Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN dalam
Denominasi Yen di Jepang untuk transaksi tahun
anggaran 2020 yang telah dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan sebagai Panel
Konsultan Hukum SUN Valas dan mengikuti ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013
tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang
Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1229)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 264 /PMK.08/2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian
Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2062); dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014
tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana
dalam Denominasi Yen di Jepang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
46/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang
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Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam
Denominasi Yen di Jepang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 449),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

a9
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1715

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Baglan Admlnlstra31 Kementerian

a ~ \
| //

ANWARI j e 4
NIP 19621005 198209 1 001
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR
215 /PMK.08/2019 TENTANG

PENJUALAN DAN  PEMBELIAN

KEMBALI SURAT UTANG NEGARA

DALAM VALUTA ASING DI PASAR

INTERNASIONAL

FORMAT SURAT PENAWARAN DALAM RANGKA PENJUALAN SUN
VALAS DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS ¥)

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta 10710

Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di
Pasar Internasional dengan metode Private Placement atau
Penawaran Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing
kepada Pemerintah *¥)

Bersama surat ini kami (nama anggota Panel) mengajukan (penawaran
pembelian SUN dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dengan metode
Private Placement atau penawaran penjualan SUN dalam Valuta Asing
dengan metode Bilateral Buyback) **).

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penawaran Pembelian SUN Valas: ***)

Jenis SUN : (diisi dengan jenis SUN yang dikehendaki: Surat
Perbendaharaan Negara dan/atau Obligasi
Negara)

Jenis kupon : (diisi dengan jenis kupon SUN yang dikehendaki:
Fixed Rate/ Variable Rate/Zero Coupon)

Mata Uang : (diisi dengan mata uang yang dikehendaki)

Status SUN : (diisi dengan status SUN yang dikehendaki: SUN
yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat
diperdagangkan)

Nominal SUN : (diisi dengan jumlah nominal penawaran sesuai
dengan mata uang yang ditawarkan)

Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy

Besaran Kupon : ...% (dalam hal SUN dengan kupon)

Imbal Hasil/harga : ...% atau Harga :...%

Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy

2. Untuk penawaran penjualan SUN Valas: ***¥)

Jenis SUN . (diisi dengan jenis SUN yang akan ditawarkan ke
Pemerintah: Surat Perbendaharaan Negara
dan/atau Obligasi Negara)
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Seri SUN : (diisi dengan seri SUN Valas yang akan
ditawarkan kepada Pemerintah) ’

Seri SUN Penukar : (diisi dengan seri SUN Valas penukar yang
diinginkan, dalam hal penawaran Pembelian
Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran)

Harga SUN : (diisi dengan harga SUN Valas yang akan
ditawarkan ke Pemerintah)

Harga SUN Penukar: (diisi dengan harga SUN Valas Penukar yang
akan diterima oleh Pihak, dalam hal penawaran
Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara
Penukaran)

Nominal SUN : (diisi dengan jumlah nominal SUN Valas yang
ditawarkan)

Tanggal Setelmen . : dd-mm-yyyy

Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final
dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya,
kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan dan Pembelian Kembali SUN
dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

Dapat kami sampaikan pula bahwa penawaran tersebut di atas untuk
mewakili (diisi dengan nama pihak yang diwakili oleh anggota Panel) *****),

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat Nama institusi/perusahaan
yang berwenang untuk bertindak atas

nama Pihak sesuai peraturan/ ttd.

ketentuan yang berlaku pada institusi/ .

perusahaan, disertai stempel institusi/ INama Pej abat yang bCI‘WCI’l&l’lg

perusahaan (apabila ada)) Jabatan
Tembusan:
Direktur Surat Utang Negara

*) Untuk calon penyedia jasa, dapat mengubah contoh surat penawaran ke dalam Bahasa
Inggris.

| Sesuai dengan jenis penawaran yang diajukan oleh anggota Panel.

***)  Diisi dalam hal anggota Panel mengajukan Penawaran Pembelian SUN Valas melalui
metode Private Placement dalam rangka Penjualan SUN Valas.

***¥)  Diisi dalam hal anggota Panel mengajukan Penawaran Penjualan SUN Valas kepada
Pemerintah dalam rangka Pembelian Kembali SUN Valas.

**x+%) Frasa/kalimat tersebut dicantumkan dalam hal pengajuan Penawaran Pembelian SUN
Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas dilakukan oleh anggota Panel untuk dan atas
nama pihak lain. Sedangkan untuk anggota Panel yang menyampaikan Penawaran
Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas untuk dan atas nama sendiri
tidak perlu mencantumkan frasa/kalimat tersebut.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. |
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u, bz :
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
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